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BAB II 

LANDASAN TEORI  

A. Maqashid al-Syariah sebagai Kerangka Analisis dalam Hukum Islam 

Maqashid al-syariah merupakan salah satu konsep penting dalam 

kajian hukum Islam yang menjelaskan tujuan dan hikmah yang hendak dicapai 

dari setiap ketentuan syariat. Konsep ini menempatkan hukum Islam tidak 

hanya sebagai seperangkat aturan normatif yang mengatur perilaku manusia, 

tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah 

terjadinya kemudaratan dalam kehidupan. Secara etimologis, istilah maqashid 

berasal dari kata qashada yang berarti tujuan, maksud, sasaran, atau arah yang 

hendak dicapai. Sementara itu, kata syariah merujuk pada jalan atau ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. sebagai pedoman hidup bagi manusia. 

Oleh karena itu, maqashid al-syariah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan 

mendasar yang menjadi orientasi dari setiap penetapan hukum Islam, yaitu 

untuk menghadirkan kemaslahatan serta menghindarkan manusia dari 

berbagai bentuk kerusakan dan kesulitan dalam kehidupan (Rahmi, 2023: 1). 

Dalam perkembangannya, maqashid al-syariah tidak hanya dipahami 

sebagai teori yang menjelaskan tujuan syariat secara normatif, tetapi juga 

sebagai pendekatan metodologis dalam memahami dan mengimplementasikan 

hukum Islam sesuai dengan dinamika sosial yang terus berkembang. 

Pendekatan ini menekankan bahwa penerapan hukum Islam tidak cukup 

dipahami melalui pendekatan tekstual semata, melainkan harus 

mempertimbangkan tujuan, hikmah, dan kemanfaatan yang hendak 

diwujudkan oleh syariat. Dengan demikian, maqashid al-syariah menjadi 

salah satu instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, 

terutama dalam menjawab berbagai persoalan baru yang muncul di tengah 

masyarakat agar tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam (Rahmi, 2023: 1). 

Secara historis, gagasan mengenai maqashid al-syariah telah 

berkembang sejak masa awal Islam. Pertimbangan mengenai kemaslahatan 

sebagai dasar dalam menetapkan hukum sebenarnya telah dipraktikkan sejak 

masa Rasulullah Saw. dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat serta 
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Khulafaur Rasyidin. Dalam berbagai persoalan yang tidak diatur secara tegas 

dalam nash, para sahabat sering menjadikan kemaslahatan umum (maslahah 

al-'ammah) sebagai dasar dalam mengambil keputusan hukum demi menjaga 

kepentingan umat. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi terhadap 

kemaslahatan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan 

hukum Islam sejak periode awal (Rahmi, 2023: 2–3). 

Perkembangan pemikiran maqashid al-syariah kemudian memperoleh 

formulasi yang lebih sistematis melalui kontribusi para ulama ushul fikih 

klasik, khususnya Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi. Menurut Imam al-

Ghazali, tujuan utama syariat Islam adalah menjaga lima unsur pokok 

kehidupan manusia yang dikenal dengan istilah al-dharuriyyat al-khams, yaitu 

perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-

'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima unsur tersebut 

dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus dipelihara demi 

terciptanya kehidupan yang tertib, aman, dan sejahtera. Apabila salah satu dari 

lima unsur tersebut tidak terjaga, maka akan timbul kerusakan yang dapat 

mengganggu keberlangsungan kehidupan manusia secara individu maupun 

sosial (Landraad, 2024: 263–264). 

Dalam perkembangannya, kajian maqashid al-syariah pada era 

kontemporer tidak lagi dipahami sebatas tujuan normatif yang terkandung 

dalam nash, melainkan berkembang menjadi suatu pendekatan yang 

komprehensif dalam memahami dan mengimplementasikan hukum Islam. 

Pendekatan ini menekankan pentingnya menggali hikmah, nilai, dan tujuan 

yang melatarbelakangi setiap ketentuan syariat sehingga hukum Islam dapat 

diterapkan secara kontekstual dan responsif terhadap berbagai perubahan 

sosial. Oleh karena itu, maqashid al-syariah kemudian menjadi salah satu 

instrumen penting dalam pengembangan berbagai bidang hukum Islam, seperti 

ekonomi syariah, perbankan syariah, hukum keluarga, serta praktik peradilan 

agama. Melalui pendekatan ini, suatu ketentuan hukum tidak hanya dinilai 

berdasarkan kesesuaiannya dengan teks, tetapi juga berdasarkan sejauh mana 
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ketentuan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan 

manusia dari kemudaratan (Suhaimi dkk., 2025: 1). 

Para ulama ushul fikih selanjutnya mengelompokkan maqashid al-

syariah ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensinya 

dalam kehidupan manusia. Tingkatan pertama adalah al-dharuriyyat 

(kebutuhan primer), yaitu kebutuhan yang bersifat fundamental dan harus 

terpenuhi agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara baik. Apabila 

kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan timbul kerusakan yang mengancam 

keberlangsungan kehidupan individu maupun masyarakat. Tingkatan ini 

mencakup lima unsur pokok yang dikenal dengan istilah al-dharuriyyat al-

khams, yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-din), perlindungan 

terhadap jiwa (hifz al-nafs), perlindungan terhadap akal (hifz al-'aql), 

perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl), dan perlindungan terhadap 

harta (hifz al-mal). Kelima aspek tersebut merupakan fondasi utama dalam 

mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan dalam kehidupan 

manusia (Landraad, 2024: 263–266). 

Tingkatan kedua adalah al-hajiyyat (kebutuhan sekunder), yaitu 

berbagai kebutuhan yang tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan 

manusia apabila tidak terpenuhi, tetapi keberadaannya sangat diperlukan untuk 

menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan 

berbagai aktivitas kehidupan. Dalam perspektif hukum Islam, kategori ini 

bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kesempitan dan kesulitan yang 

berlebihan. Oleh karena itu, syariat memberikan berbagai bentuk keringanan 

(rukhsah) dan mekanisme tertentu yang memungkinkan manusia menjalankan 

kehidupannya secara lebih mudah tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar 

hukum yang telah ditetapkan. 

Adapun tingkatan ketiga adalah al-tahsiniyyat (kebutuhan pelengkap 

atau penyempurna), yaitu segala sesuatu yang bertujuan untuk memperindah 

dan menyempurnakan kualitas kehidupan manusia, baik dari segi moral, etika, 

maupun tata pergaulan sosial. Kategori ini mencakup berbagai nilai luhur 

seperti kesopanan, akhlak yang baik, sikap saling menghormati, kejujuran, 
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serta berbagai perilaku yang mencerminkan kemuliaan manusia. Walaupun 

tidak termasuk kebutuhan yang bersifat mendasar, aspek tahsiniyyat memiliki 

peran penting dalam membentuk kehidupan sosial yang harmonis, beradab, 

dan bermartabat. Dengan demikian, ketiga tingkatan maqashid tersebut 

menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya berorientasi pada perlindungan 

terhadap kebutuhan pokok manusia, tetapi juga memperhatikan aspek 

kemudahan dan penyempurnaan kualitas kehidupan secara menyeluruh. 

Lebih lanjut, sejumlah pemikir kontemporer menjelaskan bahwa 

maqashid al-syariah memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu tujuan 

yang dikehendaki oleh syariat (maqashid al-syari') dan tujuan yang harus 

diwujudkan oleh manusia sebagai subjek hukum (maqashid al-mukallaf). 

Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai perintah dan 

larangan yang harus ditaati, tetapi juga sebagai pedoman etis dan spiritual 

yang mengarahkan manusia agar senantiasa mewujudkan nilai-nilai 

kemaslahatan dalam setiap tindakan. Dengan kata lain, seorang mukallaf tidak 

cukup hanya memahami bunyi suatu ketentuan hukum, tetapi juga harus 

memahami tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya sehingga 

penerapan hukum benar-benar mencerminkan kehendak syariat (Tahkim, 

2021: 1–2). 

Sebagai contoh, syariat menetapkan perlindungan terhadap jiwa (hifz 

al-nafs) sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam. Dari sudut pandang 

maqashid, tujuan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai larangan untuk 

menghilangkan nyawa orang lain, tetapi juga mencakup segala bentuk upaya 

yang bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan, menjamin keselamatan, 

serta mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengancam eksistensi 

manusia. Dengan demikian, maqashid al-syariah menghendaki agar setiap 

individu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kehidupan dan 

menghindarkan diri dari berbagai perbuatan yang dapat menimbulkan 

kerusakan terhadap diri sendiri maupun orang lain. 

Dalam konteks hukum keluarga Islam, pendekatan maqashid al-

syariah menjadi sangat relevan karena seluruh ketentuan yang berkaitan 
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dengan perkawinan dan perceraian pada dasarnya diarahkan untuk menjaga 

keberlangsungan dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, dalam 

menetapkan suatu kebijakan hukum, termasuk mengenai keharusan perceraian 

dilakukan melalui Pengadilan Agama, yang menjadi pertimbangan tidak hanya 

aspek legal-formal, tetapi juga sejauh mana ketentuan tersebut mampu 

menjaga hak-hak para pihak, mencegah terjadinya ketidakadilan, dan 

menghindarkan keluarga dari berbagai dampak negatif yang mungkin timbul. 

Melalui pendekatan ini, maqashid al-syariah dapat dijadikan sebagai 

instrumen analisis untuk menilai apakah suatu mekanisme hukum telah sesuai 

dengan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak 

segala bentuk kemudaratan bagi individu maupun masyarakat. 

Secara keseluruhan, maqashid al-syariah merupakan landasan filosofis 

dan metodologis yang sangat penting dalam hukum Islam. Keberadaan 

konsep ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya berorientasi pada 

pelaksanaan aturan secara tekstual, tetapi juga menempatkan kemaslahatan 

manusia sebagai tujuan utama dalam setiap penetapan hukum. Melalui 

kerangka al-dharuriyyat, al-hajiyyat, dan al-tahsiniyyat, maqashid al-syariah 

menjadi jembatan antara ketentuan normatif dengan realitas kehidupan sosial 

yang terus berkembang, sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara lebih 

kontekstual, adaptif, dan mampu memberikan manfaat yang luas bagi 

kehidupan umat manusia. 

B. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam 

Perceraian (talak) dalam hukum Islam merupakan salah satu bentuk 

perbuatan hukum yang mengakibatkan berakhirnya hubungan perkawinan 

antara seorang suami dan istri yang sebelumnya telah terikat dalam akad 

nikah yang sah menurut syariat. Meskipun perceraian diakui keberadaannya 

dalam Islam, pada hakikatnya syariat tidak menjadikan perceraian sebagai 

tujuan utama dari suatu perkawinan. Sebaliknya, perkawinan dipandang 

sebagai ikatan yang sakral dan memiliki tujuan untuk membentuk kehidupan 

rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang, serta dilandasi rasa saling 

menghormati dan tanggung jawab di antara suami dan istri. Oleh karena itu, 
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perceraian hanya diperbolehkan ketika hubungan perkawinan sudah tidak 

dapat lagi dipertahankan dan berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan 

telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Dengan 

kata lain, perceraian dalam Islam ditempatkan sebagai solusi terakhir 

(ultimum remedium) untuk mengakhiri konflik rumah tangga yang 

berkepanjangan dan berpotensi menimbulkan kemudaratan yang lebih besar 

apabila perkawinan tetap dipertahankan (Ludza, 2018: 2). 

Dalam khazanah fiqih Islam klasik, talak dipahami sebagai hak yang 

secara khusus diberikan kepada suami untuk mengakhiri ikatan perkawinan 

melalui pernyataan tertentu yang menunjukkan kehendaknya untuk 

menceraikan istri. Para ulama dari berbagai mazhab pada umumnya 

berpendapat bahwa talak dapat dijatuhkan tanpa harus melibatkan lembaga 

peradilan atau otoritas negara, sepanjang syarat dan rukunnya telah terpenuhi 

sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam pandangan tersebut, seorang suami 

dapat menjatuhkan talak kapan saja dan di mana saja, baik secara lisan 

maupun melalui bentuk pernyataan lain yang dipandang sah menurut hukum 

Islam. Adapun syarat utama bagi suami yang menjatuhkan talak adalah telah 

balig, berakal sehat, serta mengucapkan talak secara sadar dan atas 

kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Asmuni, 2018: 1–

2). 

Konsepsi fiqih klasik mengenai talak tersebut menunjukkan bahwa 

hukum Islam pada masa awal memberikan kewenangan yang cukup besar 

kepada suami dalam menentukan keberlanjutan hubungan perkawinannya. 

Kewenangan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa suami memikul 

tanggung jawab utama dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam aspek 

kepemimpinan, pemenuhan nafkah, maupun perlindungan terhadap anggota 

keluarga. Akan tetapi, perkembangan masyarakat modern memperlihatkan 

bahwa praktik perceraian yang dilakukan secara sepihak dan di luar 

pengawasan lembaga resmi dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum 

dan sosial. Dalam banyak kasus, perceraian yang dilakukan tanpa prosedur 

yang jelas berpotensi mengabaikan hak-hak istri dan anak, menimbulkan 
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ketidakpastian mengenai status hukum para pihak, serta menyulitkan 

pelaksanaan berbagai akibat hukum yang timbul setelah perceraian. Oleh 

karena itu, konsep perceraian dalam hukum keluarga Islam kemudian 

mengalami perkembangan dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat yang semakin kompleks. 

Perkembangan tersebut tampak secara nyata dalam sistem hukum 

keluarga Islam di Indonesia. Berbeda dengan pandangan fiqih klasik, hukum 

positif di Indonesia mengatur bahwa perceraian tidak dapat dilakukan hanya 

melalui pengucapan talak secara pribadi oleh suami, melainkan harus 

dilakukan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan oleh negara. 

Ketentuan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat 

dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil (Eysar Sugiarto dkk., 

2023: 4). Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma 

dari konsep talak yang bersifat personal menuju mekanisme perceraian yang 

melibatkan peran negara sebagai penjamin keadilan dan kepastian hukum. 

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, keterlibatan 

Pengadilan Agama dalam proses perceraian memiliki tujuan yang sangat 

penting. Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang 

mengesahkan putusnya perkawinan, tetapi juga berperan dalam memastikan 

bahwa seluruh proses perceraian berlangsung secara tertib dan sesuai dengan 

prinsip keadilan. Melalui proses persidangan, hakim diberikan kesempatan 

untuk melakukan upaya perdamaian dan mediasi sebagai bentuk ikhtiar 

mempertahankan keutuhan rumah tangga. Apabila upaya tersebut tidak 

berhasil, maka pengadilan akan memutus perkara dengan tetap 

memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, termasuk hak 

nafkah, hak pemeliharaan anak, serta berbagai hak keperdataan lainnya yang 

timbul akibat perceraian. 



22 
 

 

Secara terminologis, istilah talak dalam fiqih Islam merujuk pada 

pelepasan atau pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami 

terhadap istrinya. Akan tetapi, dalam konstruksi hukum keluarga Islam di 

Indonesia, makna talak mengalami perkembangan yang lebih luas. Kompilasi 

Hukum Islam mendefinisikan talak sebagai ikrar suami yang diucapkan di 

hadapan sidang Pengadilan Agama dan menjadi salah satu sebab putusnya 

perkawinan (Eysar Sugiarto dkk., 2023: 4). Dengan pengertian tersebut, 

perceraian tidak lagi dipandang hanya sebagai hubungan hukum yang bersifat 

privat antara suami dan istri, melainkan juga sebagai peristiwa hukum yang 

memiliki konsekuensi administratif dan yuridis yang memerlukan campur 

tangan negara. Melalui pengaturan ini, setiap perceraian memiliki kejelasan 

status hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak dan 

kepentingan seluruh anggota keluarga. 

Di samping itu, hukum Islam juga mengenal beberapa jenis talak yang 

masing-masing memiliki akibat hukum yang berbeda. Salah satu bentuk talak 

yang dikenal dalam fiqih adalah talak raj'i, yaitu talak pertama atau kedua 

yang masih memberikan kesempatan kepada suami untuk kembali kepada 

istrinya selama masa iddah tanpa memerlukan akad nikah yang baru. 

Sebaliknya, talak ba'in merupakan bentuk perceraian yang menyebabkan 

hubungan perkawinan terputus secara lebih tegas sehingga suami tidak dapat 

kembali kepada istrinya kecuali melalui akad nikah baru dan dengan 

memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan syariat (Eysar Sugiarto 

dkk., 2023: 4–5). Pengaturan mengenai jenis-jenis talak tersebut 

menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya menghendaki agar perceraian tidak 

dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui tahapan yang memberikan 

ruang bagi suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali keputusan 

mereka serta membuka kemungkinan terjadinya rekonsiliasi. 

Selain memberikan hak kepada suami untuk menjatuhkan talak, 

hukum Islam juga memberikan ruang kepada istri untuk memperoleh 

perlindungan hukum apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. 

Dalam fiqih Islam dikenal mekanisme fasakh, yaitu pembatalan atau 
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pemutusan perkawinan oleh hakim atas permohonan istri karena adanya 

sebab-sebab tertentu, seperti tidak diberikan nafkah, terjadinya kekerasan 

dalam rumah tangga, penelantaran, atau keadaan lain yang menyebabkan istri 

mengalami penderitaan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, hukum 

Islam juga mengenal konsep ta'lik talak, yaitu perjanjian yang dibuat oleh 

suami yang berisi syarat-syarat tertentu yang apabila dilanggar dapat 

dijadikan dasar bagi istri untuk mengajukan perceraian melalui pengadilan. 

Keberadaan kedua mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam 

tidak semata-mata memberikan perlindungan kepada suami sebagai pihak 

yang memiliki hak talak, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap 

hak-hak istri agar tercipta keadilan dalam kehidupan rumah tangga. 

Secara substantif, perceraian dalam Islam merupakan perbuatan yang 

dibolehkan, tetapi bukan sesuatu yang dianjurkan. Islam memandang 

perkawinan sebagai ikatan yang harus dijaga dan dipelihara karena tujuan 

utamanya adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan 

rahmah. Oleh karena itu, perceraian hanya dapat dijadikan pilihan apabila 

mempertahankan perkawinan justru menimbulkan kerusakan, perselisihan 

yang berkepanjangan, dan menghilangkan tujuan dasar dari perkawinan itu 

sendiri. Dalam keadaan demikian, perceraian dipandang sebagai sarana untuk 

mencegah kemudaratan yang lebih besar serta memberikan peluang bagi para 

pihak untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa mendatang 

(Arsad Nasution, 2018: 1). 

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pengaturan 

perceraian melalui Pengadilan Agama memiliki nilai yang sangat strategis 

karena tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi 

juga sebagai sarana perlindungan terhadap kemaslahatan keluarga. Melalui 

mekanisme peradilan, perceraian dilakukan secara terukur, diawasi oleh 

negara, dan disertai dengan upaya-upaya yang bertujuan mengurangi dampak 

negatif yang mungkin timbul akibat putusnya perkawinan. Dengan demikian, 

pemahaman mengenai perceraian dalam hukum Islam pada masa sekarang 

tidak lagi terbatas pada persoalan hak menjatuhkan talak semata, tetapi juga 
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mencakup dimensi keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi para 

pihak, serta upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh 

sesuai dengan tujuan syariat Islam. 

C. Ketentuan Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia 

Perceraian dalam sistem hukum positif Indonesia merupakan fondasi 

yuridis yang mengikat dan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan 

putusnya perkawinan di Indonesia, termasuk bagi masyarakat Muslim yang 

penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Agama. Secara normatif, 

ketentuan mengenai perceraian tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan 

bagian dari sistem hukum keluarga yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian diperjelas melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta dipertegas secara khusus 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman teknis bagi Peradilan 

Agama di Indonesia (UU Perkawinan, 1974: Pasal 38–39; KHI 1991: Pasal 

113–115). 

Dalam ketentuan hukum tersebut dijelaskan bahwa putusnya 

perkawinan dapat terjadi karena tiga sebab utama, yaitu kematian salah satu 

pihak, perceraian, atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap. Secara khusus, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 

menegaskan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak di luar 

mekanisme hukum, melainkan harus dilaksanakan di hadapan sidang 

pengadilan setelah hakim terlebih dahulu berupaya mendamaikan suami dan 

istri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memandang 

perceraian sebagai urusan privat, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang 

memiliki dampak sosial luas sehingga memerlukan kontrol lembaga peradilan 

untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum (UU Perkawinan, 1974: Pasal 

38–39). 

Lebih jauh, Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan 

tambahan terhadap mekanisme perceraian bagi umat Islam di Indonesia. 

Dalam KHI ditegaskan bahwa perceraian hanya dianggap sah apabila 
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dilakukan melalui sidang Pengadilan Agama setelah melalui proses 

pemeriksaan dan upaya perdamaian yang dinyatakan tidak berhasil. Dengan 

demikian, perceraian tidak lagi dipahami sebagai tindakan individual semata, 

tetapi telah berubah menjadi suatu proses hukum yang terstruktur dan 

memiliki konsekuensi yuridis yang mengikat (KHI 1991: Pasal 113–115). Hal 

ini merupakan bentuk adaptasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional 

yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman prosedur serta memberikan 

perlindungan hukum yang lebih kuat kepada para pihak yang berperkara. 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kemudian memberikan 

penjabaran lebih teknis mengenai tata cara dan alasan-alasan yang dapat 

dijadikan dasar dalam pengajuan perceraian. Dalam ketentuan tersebut 

dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan-

alasan yang dapat dibuktikan secara hukum, seperti perselisihan yang terus-

menerus, tidak adanya tanggung jawab salah satu pihak, penelantaran, atau 

sebab lain yang menyebabkan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. 

Dengan adanya pengaturan ini, perceraian tidak dapat dilakukan secara 

sembarangan, melainkan harus melalui proses pembuktian yang sah di 

hadapan pengadilan (UU Perkawinan, 1974: Pasal 39 ayat (2); PP No. 9 

Tahun 1975). 

Dalam praktik peradilan, sebelum suatu perkara perceraian diputuskan 

oleh hakim, Pengadilan Agama terlebih dahulu mewajibkan para pihak untuk 

menempuh proses mediasi. Mediasi ini merupakan bagian penting dari sistem 

peradilan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada suami dan 

istri agar dapat memperbaiki hubungan dan mempertahankan keutuhan rumah 

tangga apabila masih memungkinkan. Apabila proses mediasi berhasil, maka 

perkara perceraian tidak dilanjutkan ke tahap putusan. Namun apabila 

mediasi gagal, barulah perkara diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim 

hingga dikeluarkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap 

(Mustikasari & Amanita, 2020: 178–180). 

Keberadaan mekanisme mediasi dalam sistem hukum perceraian di 

Indonesia menunjukkan bahwa negara tidak serta-merta mendorong 
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terjadinya perceraian, melainkan memberikan ruang yang cukup bagi upaya 

perdamaian sebagai prioritas utama. Dengan demikian, perceraian diposisikan 

sebagai pilihan terakhir setelah berbagai alternatif penyelesaian konflik tidak 

berhasil ditempuh. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa sistem hukum 

Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dalam 

mengajukan perceraian dengan kepentingan sosial dalam menjaga keutuhan 

keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat (Mustikasari & Amanita, 

2020: 180–182). 

Selain mengatur prosedur pelaksanaan perceraian, hukum positif 

Indonesia juga mengatur secara rinci akibat hukum yang timbul setelah 

perceraian terjadi. Ketentuan ini mencakup kewajiban suami untuk 

memberikan nafkah selama masa iddah, pemberian mut'ah sebagai bentuk 

kompensasi kepada istri, serta pengaturan mengenai pembagian harta bersama 

(gono-gini) dan hak asuh anak. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa 

perceraian tidak hanya berdampak pada berakhirnya hubungan perkawinan, 

tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang harus diselesaikan secara 

adil dan proporsional guna melindungi hak-hak para pihak, khususnya 

perempuan dan anak yang sering kali menjadi pihak yang paling rentan 

setelah perceraian (KHI 1991: Pasal 149–156). 

Dalam berbagai kajian empiris mengenai praktik peradilan, ditemukan 

bahwa proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama pada 

umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Tahapan-tahapan seperti pendaftaran perkara, proses mediasi, pemeriksaan 

bukti dan saksi, hingga putusan hakim dilaksanakan secara sistematis 

berdasarkan pedoman dalam KHI dan peraturan perundang-undangan. Hal ini 

menunjukkan bahwa sistem peradilan agama di Indonesia telah berfungsi 

sebagai instrumen negara dalam memberikan kepastian hukum sekaligus 

perlindungan terhadap masyarakat Muslim yang mengajukan perceraian 

secara resmi (Mustikasari & Amanita, 2020: 175–180). 

Dengan demikian, pengaturan perceraian dalam hukum positif 

Indonesia tidak hanya dapat dipahami sebagai seperangkat aturan 
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administratif, tetapi juga sebagai sistem hukum yang komprehensif dan 

terintegrasi. Sistem ini menggabungkan nilai-nilai hukum Islam dengan 

prinsip-prinsip hukum nasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa 

setiap perceraian dilaksanakan secara sah, adil, dan bertanggung jawab. Pada 

akhirnya, keberadaan regulasi ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan 

antara kepastian hukum dan perlindungan kemaslahatan keluarga, sehingga 

dampak negatif perceraian dapat diminimalisir dalam kehidupan masyarakat. 

D. Kedudukan Pengadilan Agama dalam Penanganan Perkara Perceraian 

Pengadilan Agama menempati posisi yang sangat penting dalam 

struktur peradilan di Indonesia, terutama dalam penanganan perkara 

perceraian yang melibatkan umat Islam. Lembaga ini tidak hanya diposisikan 

sebagai institusi formal yang bersifat administratif dalam menyelesaikan 

sengketa rumah tangga, tetapi juga sebagai badan yudisial yang memiliki 

mandat untuk menegakkan hukum Islam yang telah diformalkan dalam sistem 

hukum nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama, ditegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki 

kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara 

tertentu di bidang perkawinan, termasuk perceraian bagi masyarakat Muslim 

di Indonesia (Undang-Undang RI, 2006: Pasal 49). Ketentuan ini 

menunjukkan bahwa perceraian telah dikonstruksikan sebagai bagian dari 

urusan hukum publik yang membutuhkan keterlibatan negara agar 

pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam 

masyarakat. 

Secara normatif, keberadaan Pengadilan Agama dalam perkara 

perceraian memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa setiap proses 

perceraian berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang telah 

diintegrasikan ke dalam hukum positif Indonesia. Fungsi tersebut mencakup 

proses pemeriksaan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh para pihak, 

pelaksanaan mediasi sebagai upaya perdamaian, serta penetapan akibat 

hukum dari perceraian seperti kewajiban nafkah iddah, pemberian mut'ah, 

hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Dalam konteks ini, Pengadilan 
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Agama tidak hanya berperan dalam memutus putusnya ikatan perkawinan, 

tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada 

pihak yang mengalami kerugian secara tidak proporsional akibat perceraian 

tersebut (Mardani, 2017: 112–114). 

Selain menjalankan fungsi yudisial, Pengadilan Agama juga memiliki 

peran yang sangat signifikan dalam memberikan perlindungan hukum bagi 

pihak-pihak yang dianggap rentan dalam proses perceraian, khususnya 

perempuan dan anak-anak. Dalam banyak kasus di masyarakat, perceraian 

yang terjadi di luar mekanisme pengadilan sering kali menimbulkan berbagai 

permasalahan, seperti tidak terpenuhinya hak nafkah istri, tidak jelasnya 

status hukum anak, serta tidak adanya kepastian terkait pembagian harta 

bersama. Oleh karena itu, kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama 

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik talak yang dilakukan secara 

sepihak dan tanpa kontrol hukum yang dapat merugikan salah satu pihak 

(Syarifuddin, 2019: 87–89). Dengan demikian, keberadaan Pengadilan 

Agama menjadi instrumen penting dalam menjamin keadilan substantif dalam 

setiap proses perceraian. 

Lebih lanjut, Pengadilan Agama juga menjalankan fungsi kehati-

hatian dalam setiap perkara perceraian yang diperiksanya. Hal ini tercermin 

dari kewajiban hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian 

antara suami dan istri melalui proses mediasi sebelum menjatuhkan putusan 

cerai. Proses ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi merupakan bagian dari 

upaya serius untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga apabila masih 

memungkinkan. Dengan adanya mekanisme ini, perceraian tidak dapat 

dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan harus melalui proses pertimbangan 

yang matang dengan memperhatikan berbagai aspek, baik emosional, sosial, 

maupun hukum (Harahap, 2016: 214–216). 

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, keberadaan Pengadilan 

Agama dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi ijtihad dalam bidang 

hukum keluarga. Keharusan perceraian dilakukan melalui lembaga peradilan 

merupakan hasil penyesuaian hukum Islam terhadap kebutuhan negara 
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modern yang menuntut adanya kepastian hukum dan sistem administrasi yang 

tertib. Abdul Manan menjelaskan bahwa keberadaan Pengadilan Agama 

dalam perkara perceraian juga dapat dipahami sebagai implementasi prinsip 

sadd al-dzari'ah, yaitu upaya untuk menutup jalan yang dapat mengarah 

kepada kerusakan yang lebih besar akibat perceraian yang dilakukan tanpa 

pengawasan dan kontrol hukum (Manan, 2018: 156–158). Dengan demikian, 

fungsi Pengadilan Agama tidak hanya sejalan dengan syariat Islam, tetapi 

juga memperkuat tujuan utama syariat dalam menjaga kemaslahatan umat. 

Di samping itu, Pengadilan Agama juga memiliki fungsi administratif 

yang tidak kalah penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Putusan 

perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama menjadi dasar hukum 

yang sah untuk melakukan perubahan status perkawinan dalam dokumen 

kependudukan, seperti penerbitan akta cerai dan pembaruan data pada catatan 

sipil. Aspek administratif ini sangat penting karena berkaitan langsung 

dengan hak-hak sipil warga negara, termasuk hak untuk melakukan 

pernikahan kembali secara sah sesuai dengan ketentuan hukum negara dan 

agama (Muchtar, 2020: 45–47). Tanpa adanya putusan dari Pengadilan 

Agama, status perceraian seseorang tidak memiliki kekuatan hukum yang 

diakui oleh negara. 

Selain fungsi yudisial dan administratif, Pengadilan Agama juga 

memiliki peran sebagai sarana kontrol sosial dalam masyarakat. Setiap 

putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama tidak hanya berdampak pada 

para pihak yang berperkara, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap pola 

pikir dan perilaku masyarakat dalam memahami hukum perceraian. Dengan 

adanya prosedur yang ketat dan terstruktur, masyarakat menjadi lebih berhati-

hati dalam mengambil keputusan untuk bercerai karena menyadari bahwa 

perceraian bukanlah proses yang sederhana, melainkan harus melalui 

mekanisme hukum yang bertanggung jawab (Ali, 2018: 93–95). Hal ini 

menunjukkan bahwa Pengadilan Agama turut berperan dalam membentuk 

kesadaran hukum masyarakat secara tidak langsung. 
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Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama memiliki 

peran yang sangat luas dan multidimensional dalam penanganan perkara 

perceraian. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai institusi yang 

memutus perkara, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak pihak yang 

berperkara, penjamin keadilan, penjaga kemaslahatan keluarga, serta 

pengendali sosial dalam masyarakat. Keberadaan Pengadilan Agama dalam 

sistem perceraian di Indonesia pada akhirnya menjadi instrumen penting 

untuk memastikan bahwa setiap perceraian tidak hanya sah secara hukum, 

tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dan tujuan 

syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

empiris. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk 

memahami secara mendalam realitas sosial dan praktik hukum yang 

berkembang di masyarakat, khususnya terkait keharusan perceraian di 

Pengadilan Agama Panyabungan dalam perspektif maqashid syariah (studi 

kasus pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat tahun 2020–2025). 

Penelitian empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, 

tetapi juga sebagai perilaku nyata yang dipraktikkan dan dipahami oleh 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hukum dikaji sebagai 

fenomena sosial yang hidup (law in action). 

Melalui jenis penelitian ini, peneliti dapat menggali secara mendalam 

bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap 

kewajiban perceraian yang harus melalui Pengadilan Agama, serta bagaimana 

praktik tersebut berjalan dalam kehidupan nyata masyarakat. Selain itu, 

penelitian ini juga digunakan untuk menilai sejauh mana praktik tersebut 

sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan 

mencegah kemudaratan sebagaimana konsep maqashid al-syariah 

(Abdussamad, 2021: 14–16). Pendekatan kualitatif empiris memungkinkan 

peneliti memperoleh data yang bersifat deskriptif, kontekstual, dan mendalam 

sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai 

hubungan antara ketentuan hukum, praktik sosial, dan nilai-nilai keagamaan 

yang melatarbelakanginya, khususnya dalam konteks perceraian di 

Pengadilan Agama Panyabungan (Qualitative Research Methods for Social 

Sciences, 2019: 7–9). 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara berpikir dan strategi penelitian yang 

digunakan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alamiah, dimana 
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data dikumpulkan berupa kata-kata, teks, atau gambaran bukan angka, dan 

dianalisis secara induktif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif 

(Fildza Malahati dkk., 2023: 341–343). Pendekatan kualitatif dipilih karena 

penelitian ini berfokus pada pemahaman pengalaman, persepsi, dan praktik 

masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terkait keharusan perceraian di 

Pengadilan Agama Panyabungan dalam perspektif maqashid syariah, 

sehingga memerlukan proses observasi dan wawancara yang mendalam serta 

interpretasi konteks sosial yang kompleks (Fildza Malahati dkk., 2023: 343). 

Dengan demikian, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk 

menjelaskan fenomena hukum secara holistik dan menyeluruh, bukan hanya 

berdasarkan angka atau statistik semata, tetapi melalui deskripsi naratif yang 

memadai untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Fildza Malahati dkk., 

2023: 345). 

C. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian ini adalah deksriptif analitis , yang berarti 

penelitian diarahkan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam 

dalam konteks kehidupan nyata tanpa menggunakan angka atau statistik 

sebagai media utama analisis, melainkan melalui penafsiran naratif 

berdasarkan data yang dikumpulkan secara naturalistik (Yusuf, 2013: 334–

335). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena 

keharusan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan sebagaimana 

dialami oleh subjek penelitian melalui kata-kata, pandangan, dan interaksi 

masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat, bukan sekadar menjawab 

berdasarkan teori atau regulasi semata (Yusuf, 2013: 336–337). 

Penelitian ini juga bersifat iteratif dan induktif, yakni analisis data 

dilakukan secara berulang untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antar 

konsep penelitian sehingga memungkinkan munculnya pemahaman baru yang 

lebih kaya tentang hubungan antara praktik perceraian dan maqashid al-

syariah dalam realitas sosial (Yusuf, 2013: 337–339). Dengan demikian, sifat 

penelitian ini menegaskan bahwa hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk 

digeneralisasi secara luas, melainkan untuk memberikan pemahaman yang 
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mendalam dan kontekstual mengenai keharusan perceraian di Pengadilan 

Agama Panyabungan dalam perspektif maqashid syariah pada masyarakat 

Kecamatan Panyabungan Barat tahun 2020–2025.. 

D. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Panyabungan Barat, 

Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih 

karena masyarakatnya merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan 

Agama Panyabungan, sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai 

keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama. 

Selain itu, wilayah ini dipilih karena memiliki dinamika sosial keluarga 

yang cukup kompleks, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji 

secara langsung pemahaman dan praktik masyarakat terhadap perceraian serta 

relevansinya dengan perspektif maqashid syariah.. 

E. Sumber Data Penelitian  

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama, 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung oleh peneliti dari sumber aslinya tanpa perantara pihak lain, 

misalnya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di 

lapangan terkait dengan keharusan perceraian di Pengadilan Agama 

Panyabungan dalam perspektif maqashid syariah pada masyarakat 

Kecamatan Panyabungan Barat tahun 2020–2025. Adapun narasumber dalam 

penelitian ini meliputi pihak Pengadilan Agama Panyabungan, tokoh 

masyarakat, serta masyarakat yang pernah mengajukan perkara perceraian, 

sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi aktual yang 

relevan dengan fenomena yang diteliti (Andrew Fernando Pakpahan dkk, 

2023: 87–89). 

Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

sumber tidak langsung seperti buku akademik, jurnal ilmiah, dokumen 

hukum, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian terdahulu, serta 

arsip resmi yang berkaitan dengan hukum perceraian dan maqashid al-

syariah. Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan untuk memperkuat 
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analisis mengenai kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama 

Panyabungan serta memberikan landasan teoritis terkait maqashid syariah 

dan hukum keluarga Islam. Kedua jenis sumber data ini saling melengkapi, 

karena data primer memberikan gambaran empiris di lapangan, sedangkan 

data sekunder memperkuat landasan teoritis dan normatif sehingga penelitian 

dapat dianalisis secara komprehensif, sistematis, dan akurat dalam konteks 

sosial hukum yang diteliti (Andrew Fernando Pakpahan dkk, 2023: 92–93). 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga 

teknik ini digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang akurat, 

mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai keharusan 

perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dalam perspektif maqashid 

syariah pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat tahun 2020–2025. 

1. Observasi (Pengamatan Langsung) 

Observasi dilakukan secara langsung terhadap praktik keharusan 

perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan serta interaksi sosial yang 

terjadi selama proses persidangan. Peneliti mengamati secara langsung 

dinamika antara pihak suami, istri, hakim, aparat pengadilan, serta 

masyarakat yang terlibat dalam proses perceraian, termasuk proses mediasi 

yang dilakukan sebelum putusan dijatuhkan. Selain itu, peneliti juga 

memperhatikan bagaimana respons masyarakat Kecamatan Panyabungan 

Barat terhadap mekanisme perceraian melalui Pengadilan Agama. Teknik 

observasi ini memberikan data yang bersifat objektif karena peneliti terlibat 

dalam pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan 

(Fildza Malahati dkk., 2023: 128–130). 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada narasumber yang 

memiliki pengalaman langsung atau pemahaman mendalam terkait keharusan 

perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan. Narasumber dalam penelitian 

ini meliputi hakim Pengadilan Agama, panitera, pihak yang pernah 
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mengajukan perceraian, serta masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat 

yang pernah terlibat dalam proses perceraian. Pertanyaan disusun berdasarkan 

pedoman wawancara, namun tetap fleksibel agar dapat menggali informasi 

lebih mendalam sesuai dengan jawaban informan. Teknik ini digunakan 

untuk memperoleh data mengenai alasan perceraian, proses hukum yang 

dilalui, hambatan dalam persidangan, serta pandangan masyarakat terhadap 

kewajiban perceraian di Pengadilan Agama (Fildza Malahati dkk., 2023: 132–

133). 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis 

maupun visual yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut meliputi 

putusan perceraian Pengadilan Agama Panyabungan, akta cerai, berita acara 

mediasi, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara 

perceraian. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan literatur hukum Islam, 

peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu yang relevan 

dengan tema penelitian. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung 

untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara, sehingga analisis terhadap 

fenomena keharusan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dapat 

dilakukan secara lebih komprehensif dan sistematis (Fildza Malahati dkk., 

2023: 136–138). 

G. Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting agar hasil 

penelitian dapat dipercaya dan sesuai dengan realitas di lapangan. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan 

validitas data, yaitu pemeriksaan data melalui berbagai sumber, teknik, dan 

pihak terkait agar diperoleh data yang akurat, konsisten, dan dapat 

dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2019: 285–286). 

1. Triangulasi Sumber Data 

Peneliti membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan 

dengan keharusan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan, seperti 

pihak yang berperkara (suami/istri yang bercerai), hakim Pengadilan Agama, 
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tokoh agama, serta masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat yang 

mengetahui kasus perceraian. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa 

data yang diperoleh sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak bersifat 

sepihak (Malahati dkk., 2023: 142–143). 

2. Triangulasi Teknik 

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu 

wawancara mendalam, observasi terhadap praktik perceraian di masyarakat, 

serta dokumentasi berupa putusan Pengadilan Agama Panyabungan, akta 

cerai, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik ini bertujuan untuk menguji 

konsistensi data dari berbagai metode sehingga hasil penelitian lebih valid 

dan dapat dipercaya (Flick, 2018: 95–97).  

3. Diskusi dengan Ahli 

Peneliti juga melakukan diskusi dengan dosen pembimbing, pakar 

hukum Islam, serta praktisi di Pengadilan Agama untuk memperoleh 

pandangan yang objektif dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Teknik 

ini digunakan agar analisis data tidak menyimpang dari teori hukum Islam 

maupun realitas sosial yang diteliti (Malahati dkk., 2023: 145). 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan 

yang bersifat sistematis untuk memahami fenomena keharusan perceraian di 

Pengadilan Agama Panyabungan dalam perspektif maqashid syariah pada 

masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat tahun 2020–2025. Tahapan 

analisis ini bertujuan untuk memastikan data yang diperoleh dari lapangan 

dapat diolah secara terstruktur sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari wawancara dengan pasangan yang bercerai, 

hakim Pengadilan Agama Panyabungan, tokoh masyarakat, serta pihak-

pihak terkait lainnya akan diseleksi dan difokuskan pada aspek yang 

relevan dengan penelitian. Fokus utama reduksi data adalah pada 
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fenomena keharusan perceraian di Pengadilan Agama, termasuk alasan 

perceraian, pemahaman masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat 

terhadap prosedur perceraian, serta pandangan hukum Islam yang 

berkembang di masyarakat. Informasi yang tidak berkaitan langsung 

dengan fokus penelitian akan disisihkan agar analisis tetap terarah dan 

tidak melebar. Proses reduksi data ini penting untuk mempertajam fokus 

penelitian serta menyederhanakan data mentah menjadi informasi yang 

lebih bermakna (Malahati dkk., 2023: 150–152).. 

2. Penyajian Data 

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi 

deskriptif yang sistematis untuk menggambarkan secara utuh fenomena 

perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan. Penyajian data dilakukan 

dengan menyusun hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam 

bentuk uraian yang menggambarkan kronologi kejadian, pola interaksi 

antar pihak yang berperkara, serta persepsi masyarakat Kecamatan 

Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama. 

Dengan penyajian data yang terstruktur, peneliti dapat memberikan 

gambaran yang komprehensif mengenai realitas sosial dan hukum yang 

terjadi di lapangan (Sugiyono, 2019: 310–312). 

3. Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan yang 

dilakukan setelah seluruh data dianalisis dan dikaitkan dengan teori 

maqashid al-syariah serta prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. 

Kesimpulan yang dihasilkan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian, yaitu bagaimana pemahaman masyarakat terhadap keharusan 

perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan serta bagaimana 

tinjauannya dalam perspektif maqashid syariah dalam mewujudkan 

kemaslahatan keluarga. Proses ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak 

hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan memiliki landasan teoritis 

yang kuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Creswell, 

2016: 138). 
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Metode analisis data ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 

yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena keharusan 

perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dalam perspektif maqashid 

syariah pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat tahun 2020–

2025. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil dan Sejarah Kecamatan Panyabungan Barat 

Kecamatan Panyabungan Barat merupakan salah satu kecamatan 

yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. 

Kecamatan Panyabungan Barat merupakan salah satu kecamatan yang 

terbentuk melalui pemekaran wilayah Kabupaten Mandailing Natal. 

Berdasarkan sejarah pemekaran wilayah, Pemerintah Kabupaten 

Mandailing Natal mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 

tentang Pembentukan Kecamatan dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2002 tentang Pemekaran Desa. Salah satu kecamatan yang terbentuk 

melalui pemekaran tersebut adalah Kecamatan Panyabungan Barat 

(Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, 2018). 

Saat ini Kecamatan Panyabungan Barat memiliki pusat 

pemerintahan di Kelurahan Longat. Berdasarkan data resmi Kecamatan 

Panyabungan Barat, kantor kecamatan beralamat di Kelurahan Longat, 

Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi 

Sumatera Utara. Kecamatan Panyabungan Barat juga memiliki situs resmi 

yang digunakan untuk menyampaikan informasi, kegiatan, dan pelayanan 

pemerintahan kepada masyarakat (Pemerintah Kecamatan Panyabungan 

Barat, 2026). 

Secara administratif, Kecamatan Panyabungan Barat pada tahun 

2024 terdiri atas 9 desa dan 1 kelurahan. Sembilan desa tersebut adalah 

Sirambas, Sabajior, Huta Baringin, Batang Gadis, Barbaran, Huta Tonga 

BB, Runding, Barbaran Jae, dan Batang Gadis Jae. Adapun kelurahannya 

adalah Longat yang sekaligus menjadi ibu kota Kecamatan Panyabungan 

Barat (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 3 dan 13). 

Kecamatan Panyabungan Barat juga merupakan bagian dari 

wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan. Pengadilan Agama 
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Panyabungan mencantumkan Kecamatan Panyabungan Barat sebagai salah 

satu dari 23 kecamatan yang termasuk dalam wilayah yurisdiksinya, 

dengan ibu kota kecamatan berada di Longat. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat yang memiliki perkara 

dalam kewenangan Pengadilan Agama, termasuk perkara perceraian bagi 

masyarakat Muslim, berada dalam wilayah pelayanan Pengadilan Agama 

Panyabungan (Pengadilan Agama Panyabungan, 2018). 

Dengan demikian, Kecamatan Panyabungan Barat dipilih sebagai 

lokasi penelitian karena memiliki karakteristik masyarakat yang sesuai 

dengan fokus penelitian, khususnya dalam mengkaji pemahaman dan 

praktik masyarakat mengenai keharusan perceraian dilakukan melalui 

Pengadilan Agama Panyabungan. 

2. Aspek Geografis dan Demografis 

Kecamatan Panyabungan Barat memiliki luas wilayah sebesar 

87,22 km², atau sekitar 1,32 persen dari luas wilayah Kabupaten 

Mandailing Natal. Berdasarkan data tahun 2024, Kecamatan Panyabungan 

Barat terdiri atas wilayah pedesaan dan satu wilayah kelurahan. Kelurahan 

Longat merupakan wilayah terluas dengan luas sekitar 37,43 km², 

sedangkan Desa Barbaran merupakan wilayah dengan luas paling kecil, 

yaitu 0,81 km² (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 3 dan 6). 

Secara administratif, Kecamatan Panyabungan Barat memiliki 

batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan 

Kecamatan Panyabungan dan Kecamatan Huta Bargot. Sebelah selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panyabungan 

Selatan. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batang Natal dan 

Kecamatan Huta Bargot, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan 

Kecamatan Panyabungan dan Kecamatan Panyabungan Selatan (BPS 

Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 3). 

Dilihat dari jaraknya dengan pusat pemerintahan, Kelurahan 

Longat sebagai ibu kota Kecamatan Panyabungan Barat berjarak sekitar 1 

kilometer dari pusat pemerintahan kecamatan. Sementara itu, jarak desa-
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desa lainnya ke ibu kota kecamatan berkisar antara 3 sampai 5 kilometer. 

Jarak tersebut menunjukkan bahwa desa-desa yang berada di Kecamatan 

Panyabungan Barat relatif masih dapat dijangkau dari pusat pemerintahan 

kecamatan (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 7). 

Kondisi geografis tersebut juga mendukung berbagai aktivitas 

masyarakat, terutama dalam bidang pertanian. Berdasarkan data BPS, 

Kecamatan Panyabungan Barat memiliki kegiatan pertanian berupa 

tanaman sayuran, buah-buahan, dan tanaman biofarmaka. Pada tahun 

2024, komoditas sayuran yang memiliki luas panen cukup besar antara lain 

cabai keriting, kacang panjang, bawang merah, dan berbagai jenis sayuran 

lainnya (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 44–49). 

Penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam 

menggambarkan keadaan suatu wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Mandailing Natal, jumlah penduduk Kecamatan 

Panyabungan Barat pada tahun 2024 sebanyak 11.775 jiwa, yang terdiri 

atas 5.804 jiwa laki-laki dan 5.971 jiwa perempuan. Dengan luas wilayah 

87,22 km², kepadatan penduduk Kecamatan Panyabungan Barat pada 

tahun 2024 mencapai sekitar 135 jiwa per km² (BPS Kabupaten 

Mandailing Natal, 2025, hlm. 17 dan 22). 

Jumlah penduduk tersebut tersebar di sembilan desa dan satu 

kelurahan. Kelurahan Longat memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 

2.305 jiwa, sedangkan Desa Batang Gadis Jae memiliki jumlah penduduk 

paling sedikit, yaitu 273 jiwa. Desa Huta Baringin memiliki 1.791 jiwa, 

Sirambas 1.585 jiwa, Barbaran 1.565 jiwa, Sabajior 1.025 jiwa, Runding 

1.025 jiwa, Huta Tonga BB 938 jiwa, dan Barbaran Jae 574 jiwa (BPS 

Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 20–21). 

Dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk Kecamatan 

Panyabungan Barat terdiri atas berbagai kelompok usia mulai dari usia 

anak-anak sampai usia lanjut. Kelompok usia 10–14 tahun tercatat 

sebanyak 1.397 jiwa, kelompok usia 15–19 tahun sebanyak 1.202 jiwa, 

kelompok usia 20–24 tahun sebanyak 1.130 jiwa, sedangkan kelompok 



42 
 

 

usia di atas 74 tahun sebanyak 171 jiwa (BPS Kabupaten Mandailing 

Natal, 2025, hlm. 22). 

Data kependudukan tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan 

Panyabungan Barat memiliki jumlah penduduk yang cukup beragam 

berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tempat tinggal. Keadaan penduduk 

tersebut menjadi bagian penting dalam penelitian karena masyarakat 

merupakan subjek yang mengalami dan memberikan pemahaman 

mengenai persoalan kehidupan keluarga, termasuk persoalan perceraian. 

3. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Pendidikan 

Kondisi sosial masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat dapat 

dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain kesehatan, 

lingkungan tempat tinggal, sarana umum, dan kegiatan kemasyarakatan. 

Berdasarkan data BPS Kabupaten Mandailing Natal, pada tahun 2024 

terdapat satu desa/kelurahan yang memiliki puskesmas tanpa rawat inap, 

sedangkan tidak terdapat desa/kelurahan yang memiliki rumah sakit atau 

puskesmas rawat inap. Data tersebut menunjukkan bahwa pelayanan 

kesehatan masyarakat masih bertumpu pada fasilitas kesehatan tingkat 

kecamatan (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 32). 

Dalam aspek lingkungan dan kehidupan sehari-hari, seluruh 10 

desa/kelurahan di Kecamatan Panyabungan Barat menggunakan listrik 

pemerintah sebagai sumber penerangan jalan utama. Sementara itu, dalam 

penggunaan bahan bakar untuk memasak, lima desa/kelurahan 

menggunakan elpiji 3 kg sebagai bahan bakar yang paling banyak 

digunakan oleh keluarga dan lima lainnya menggunakan kayu bakar (BPS 

Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 33–34). 

Kehidupan sosial masyarakat juga didukung oleh kegiatan 

keagamaan. Salah satu bentuk kegiatan keagamaan yang berkembang di 

Kecamatan Panyabungan Barat adalah kegiatan pendidikan Al-Qur'an. 

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pernah melaporkan adanya 

kegiatan Rumah Tahfiz Qur'an di Desa Sirambas, yang melibatkan anak-

anak dari desa dan kelurahan di Kecamatan Panyabungan Barat serta 
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dihadiri oleh alim ulama dan tokoh masyarakat (Pemerintah Kabupaten 

Mandailing Natal, 2021). 

Selain itu, masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat memiliki 

hubungan dengan berbagai lembaga pemerintahan dan pelayanan publik. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat tidak 

hanya berlangsung dalam lingkungan keluarga, tetapi juga melalui 

hubungan dengan lembaga pemerintahan, pendidikan, kesehatan, 

keagamaan, dan kemasyarakatan. 

Kondisi sosial tersebut penting dalam penelitian ini karena 

kehidupan masyarakat dan lingkungan sosial dapat menjadi salah satu 

faktor yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan menyelesaikan 

persoalan rumah tangga. Dalam persoalan perceraian, masyarakat dapat 

memperoleh informasi dan pertimbangan dari keluarga, tokoh masyarakat, 

tokoh agama, maupun lembaga hukum. 

Kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat 

berkaitan erat dengan kegiatan pertanian dan perdagangan. Kondisi 

wilayah yang memiliki lahan pertanian menyebabkan sektor pertanian 

menjadi salah satu kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data BPS 

Kabupaten Mandailing Natal, pada tahun 2024 masyarakat Kecamatan 

Panyabungan Barat menghasilkan berbagai komoditas pertanian berupa 

sayuran, buah-buahan, dan tanaman biofarmaka (BPS Kabupaten 

Mandailing Natal, 2025, hlm. 41–52). 

Pada tahun 2024, komoditas sayuran dengan produksi terbesar 

adalah cabai keriting sebanyak 1.723,80 kuintal, diikuti kacang panjang 

sebanyak 1.349,90 kuintal dan bawang merah sebanyak 825 kuintal. 

Sementara itu, untuk tanaman buah-buahan, produksi terbesar adalah 

pisang sebanyak 12.170,70 kuintal, kemudian rambutan sebanyak 4.740,10 

kuintal dan durian sebanyak 3.059,60 kuintal (BPS Kabupaten Mandailing 

Natal, 2025, hlm. 42–43). 

Selain pertanian, kegiatan perdagangan juga menjadi bagian dari 

aktivitas ekonomi masyarakat. Publikasi BPS Kecamatan Panyabungan 
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Barat Dalam Angka 2025 secara khusus menyediakan data mengenai 

perbankan, koperasi, dan perdagangan di wilayah Kecamatan 

Panyabungan Barat. Hal tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi 

masyarakat yang tidak hanya bergantung pada sektor pertanian, tetapi juga 

didukung oleh kegiatan perdagangan dan lembaga ekonomi lainnya (BPS 

Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 63–69). 

Kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu aspek yang 

penting dalam penelitian mengenai kehidupan keluarga. Keadaan ekonomi 

keluarga dapat berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan rumah 

tangga. Oleh karena itu, keadaan ekonomi masyarakat Kecamatan 

Panyabungan Barat perlu diperhatikan dalam memahami berbagai 

persoalan rumah tangga, termasuk faktor-faktor yang dapat berkaitan 

dengan terjadinya perceraian. 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan 

masyarakat karena berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan kualitas 

sumber daya manusia. Berdasarkan data BPS Kabupaten Mandailing 

Natal, Kecamatan Panyabungan Barat memiliki fasilitas pendidikan mulai 

dari tingkat taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas. 

Pada tahun ajaran 2024/2025 terdapat 10 Sekolah Dasar (SD), 1 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA) 

yang tercatat dalam data pendidikan umum. Selain itu, terdapat pula 

fasilitas pendidikan keagamaan seperti Raudatul Athfal (RA) dan 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang tercatat melalui data Kementerian 

Agama (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 29). 

Dari sisi tenaga pendidik, pada tahun ajaran 2024/2025 terdapat 

109 guru SD, 16 guru SMP, dan 13 guru SMA. Sementara jumlah murid 

tercatat sebanyak 1.389 siswa SD, 88 siswa SMP, dan 54 siswa SMA. Data 

tersebut menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan di Kecamatan 

Panyabungan Barat telah tersedia pada beberapa jenjang pendidikan (BPS 

Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 30–31). 
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Keberadaan lembaga pendidikan tersebut menjadi salah satu sarana 

masyarakat untuk memperoleh pengetahuan. Dalam konteks penelitian ini, 

pendidikan juga berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap aturan 

hukum, termasuk pemahaman mengenai prosedur perceraian. Meskipun 

tingkat pendidikan bukan satu-satunya faktor yang menentukan 

pemahaman hukum, keberadaan pendidikan menjadi salah satu bagian dari 

kondisi umum masyarakat yang perlu dijelaskan dalam penelitian. 

 

B. Keharusan Perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan Ditinjau 

dari Perspektif Maqashid Syariah 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan 

Panyabungan Barat mengenai pemahaman dan praktik masyarakat terhadap 

keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama Panyabungan, 

ditemukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai perceraian melalui 

Pengadilan Agama belum sepenuhnya sama. Sebagian masyarakat telah 

memahami bahwa perceraian bagi pasangan yang beragama Islam tidak cukup 

hanya dengan adanya kesepakatan antara suami dan istri untuk berpisah, tetapi 

harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Namun, di sisi lain masih 

ditemukan masyarakat yang memahami perceraian lebih banyak dari sudut 

pandang agama dan kebiasaan masyarakat, sehingga menganggap bahwa 

ketika suami telah mengucapkan talak atau pasangan sudah tidak lagi hidup 

bersama, maka hubungan perkawinan dianggap telah berakhir. 

Perbedaan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan 

masyarakat mengenai perceraian tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum 

yang berlaku, tetapi juga oleh pemahaman keagamaan, kebiasaan keluarga, 

pengalaman masyarakat sekitar, serta informasi yang diperoleh dari tokoh 

agama maupun orang-orang yang pernah mengalami perceraian. Oleh karena 

itu, untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana pemahaman dan 

praktik masyarakat tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa 

masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat. 
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Salah satu masyarakat yang diwawancarai adalah Bapak Ahmad Fauzi. 

Ketika ditanyakan mengenai pemahamannya terhadap perceraian yang 

dilakukan melalui Pengadilan Agama, beliau menjelaskan bahwa sebelumnya 

dirinya memahami perceraian terutama dari sisi agama. Menurut 

pemahamannya, apabila suami sudah menjatuhkan talak kepada istrinya, maka 

perkawinan telah berakhir. Namun, setelah memperoleh informasi mengenai 

hukum perkawinan dan perceraian, beliau mulai memahami bahwa terdapat 

proses hukum yang harus dilakukan agar perceraian tersebut mempunyai 

kepastian hukum. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmad Fauzi: 

“Setahu saya kalau suami sudah menjatuhkan talak kepada istri, 

secara agama sudah terjadi perceraian. Tetapi setelah saya 

mengetahui dari masyarakat dan dari penjelasan orang yang pernah 

mengurus perceraian, ternyata kalau secara hukum negara tetap 

harus ke Pengadilan Agama supaya ada surat cerainya. Jadi, menurut 

saya perceraian secara agama dan secara negara itu harus sama-

sama diperhatikan.” 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa pemahaman 

awal sebagian masyarakat masih memandang perceraian dari aspek 

berakhirnya hubungan suami istri secara agama dan sosial. Masyarakat belum 

sepenuhnya memahami bahwa perceraian juga merupakan suatu peristiwa 

hukum yang membutuhkan proses dan pembuktian di hadapan pengadilan. 

Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman masyarakat 

mengenai perceraian secara agama dengan pemahaman mengenai perceraian 

menurut hukum positif. 

Dalam praktik kehidupan masyarakat, keadaan tersebut dapat 

menimbulkan persoalan apabila pasangan hanya berpisah tanpa menyelesaikan 

status perkawinannya melalui Pengadilan Agama. Secara sosial pasangan 

tersebut mungkin sudah tidak hidup bersama, tetapi secara administratif dan 

hukum negara status perkawinannya belum berubah karena belum adanya 

putusan pengadilan dan akta cerai. Dengan demikian, pemahaman mengenai 

perceraian perlu dilihat tidak hanya dari apakah masyarakat mengetahui 
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adanya Pengadilan Agama, tetapi juga apakah masyarakat memahami alasan 

dan akibat hukum dari kewajiban tersebut. 

Hal yang hampir sama disampaikan oleh Ibu Nurhayati, salah seorang 

masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat. Beliau menjelaskan bahwa dalam 

kehidupan masyarakat, penyelesaian masalah rumah tangga biasanya terlebih 

dahulu dilakukan melalui keluarga. Apabila terjadi pertengkaran antara suami 

dan istri, keluarga dari kedua belah pihak akan berusaha memberikan nasihat 

dan mencari jalan keluar. Menurut beliau, cara tersebut dianggap lebih mudah 

karena tidak langsung melibatkan lembaga peradilan. 

Senada dengan pernyataan Ibu Nurhayati: 

“Kalau masalah rumah tangga, biasanya keluarga lebih dulu mencoba 

menyelesaikannya sendiri. Kalau sudah tidak bisa didamaikan baru 

berpikir untuk bercerai. Dulu saya mengira kalau suami dan istri 

sudah sepakat berpisah, berarti sudah selesai. Setelah mengetahui 

aturan Pengadilan Agama, ternyata tetap harus ada proses di 

pengadilan supaya perceraian itu sah menurut hukum negara.” 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian secara 

kekeluargaan masih mempunyai posisi yang cukup kuat dalam kehidupan 

masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat. Penyelesaian secara kekeluargaan 

pada dasarnya dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya 

perceraian apabila permasalahan rumah tangga masih dapat diselesaikan. 

Akan tetapi, apabila suami dan istri telah mengambil keputusan untuk 

mengakhiri perkawinan dan tidak dapat didamaikan kembali, penyelesaian 

secara kekeluargaan tidak dapat menggantikan proses perceraian melalui 

Pengadilan Agama. 

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kebiasaan masyarakat dalam 

menyelesaikan masalah rumah tangga secara kekeluargaan bukan berarti 

masyarakat menolak keberadaan Pengadilan Agama. Persoalannya adalah 

sebagian masyarakat belum membedakan antara upaya mendamaikan 

pasangan sebelum perceraian dengan proses hukum setelah pasangan benar-

benar memilih untuk bercerai. Pemahaman mengenai perbedaan tersebut 
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menjadi penting karena upaya perdamaian dan proses perceraian mempunyai 

kedudukan yang berbeda. 

Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan Bapak Muhammad 

Ridwan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami akibat hukum 

apabila perceraian tidak dilakukan melalui Pengadilan Agama. Menurut 

beliau, sebelumnya masyarakat lebih banyak mengetahui bahwa perceraian 

melalui pengadilan diperlukan untuk mendapatkan surat cerai. Akan tetapi, 

masyarakat belum semuanya mengetahui bahwa dokumen tersebut berkaitan 

dengan berbagai kepentingan hukum lainnya. 

Pernyataan Bapak Muhammad Ridwan: 

“Yang saya tahu sebelumnya, kalau bercerai di Pengadilan Agama itu 

supaya mendapatkan surat cerai. Tetapi setelah saya mengetahui lebih 

jauh, ternyata bukan hanya masalah surat saja. Status perkawinan 

harus jelas, apalagi kalau sudah mempunyai anak. Ada masalah 

nafkah anak, hak pengasuhan, harta bersama, dan kalau salah satu 

ingin menikah lagi juga membutuhkan kepastian bahwa perkawinan 

sebelumnya sudah benar-benar berakhir. Jadi menurut saya 

perceraian melalui pengadilan itu memang penting.” 

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya perkembangan 

pemahaman masyarakat mengenai fungsi Pengadilan Agama. Pengadilan 

Agama tidak hanya dipandang sebagai tempat untuk memperoleh dokumen 

perceraian, tetapi juga sebagai lembaga yang memberikan kepastian mengenai 

status hukum suami dan istri setelah perceraian serta memberikan ruang untuk 

menyelesaikan akibat hukum yang timbul setelah perkawinan berakhir. 

Temuan tersebut menjadi penting karena dalam suatu perceraian 

terdapat berbagai persoalan yang tidak otomatis selesai hanya karena suami 

dan istri telah berpisah. Apabila pasangan mempunyai anak, misalnya, 

perceraian dapat berkaitan dengan pemeliharaan dan nafkah anak. Demikian 

pula apabila selama perkawinan terdapat harta bersama, maka perceraian 

dapat menimbulkan persoalan mengenai pembagian harta tersebut. Oleh sebab 

itu, penyelesaian perceraian melalui lembaga yang berwenang memberikan 

kepastian mengenai status dan hak-hak para pihak. 
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Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rahmat 

Hidayat mengenai praktik masyarakat ketika menghadapi perceraian. 

Berdasarkan keterangannya, masih terdapat masyarakat yang menganggap 

bahwa proses di Pengadilan Agama cukup merepotkan, terutama apabila 

mereka belum memahami prosedurnya. Persepsi tersebut kemudian 

menyebabkan sebagian masyarakat memilih untuk menyelesaikan persoalan 

perceraian secara sederhana melalui keluarga. 

Pernyataan dari Bapak Rahmat Hidayat: 

“Menurut yang saya lihat di masyarakat, ada orang yang sebenarnya 

sudah tahu kalau perceraian harus ke Pengadilan Agama, tetapi 

mereka masih takut atau malas mengurusnya karena menganggap 

prosesnya sulit. Ada yang berpikir harus bolak-balik ke pengadilan, 

mengeluarkan biaya, dan tidak tahu harus mulai dari mana. Karena 

itu ada yang memilih berpisah saja tanpa mengurus perceraian. 

Menurut saya, masalahnya bukan hanya tidak tahu aturan, tetapi juga 

belum memahami bagaimana cara menjalankan proses perceraian 

tersebut.” 

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa praktik perceraian di 

masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan hukum, tetapi 

juga oleh faktor pemahaman terhadap prosedur. Masyarakat yang mengetahui 

bahwa perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama belum tentu 

memahami bagaimana cara mengajukan perkara, dokumen apa yang 

dibutuhkan, serta proses apa saja yang akan dilalui. Kondisi tersebut dapat 

menyebabkan masyarakat merasa bahwa proses perceraian di pengadilan sulit 

untuk dilakukan. 

Hal ini menunjukkan adanya dua persoalan yang berbeda. Pertama, 

terdapat masyarakat yang belum mengetahui bahwa perceraian harus 

dilakukan melalui Pengadilan Agama. Kedua, terdapat masyarakat yang sudah 

mengetahui kewajiban tersebut tetapi belum memahami prosedurnya. Kedua 

kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi praktik masyarakat dalam 

menyelesaikan perceraian. 

Untuk memperoleh data yang lebih mendalam, peneliti juga 

melakukan wawancara dengan tokoh agama di Kecamatan Panyabungan 
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Barat. Wawancara dengan tokoh agama diperlukan karena dalam kehidupan 

masyarakat, tokoh agama mempunyai peran dalam memberikan pemahaman 

mengenai persoalan perkawinan dan perceraian. Selain itu, masyarakat sering 

kali meminta nasihat kepada tokoh agama ketika menghadapi konflik dalam 

rumah tangga. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafaruddin, beliau 

menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat yang memahami perceraian 

terutama dari perspektif hukum agama. Menurut beliau, ketika terjadi konflik 

rumah tangga, masyarakat sering datang untuk meminta nasihat mengenai 

apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau sudah sebaiknya berpisah. 

Berdasarkan wawancara Bapak Syafaruddin: 

“Kalau masyarakat datang kepada saya karena masalah rumah 

tangga, biasanya mereka lebih dulu bertanya bagaimana hukumnya 

kalau suami istri sudah tidak bisa rukun. Ada yang berpikir kalau 

suami sudah mengucapkan talak maka selesai. Saya selalu 

menjelaskan bahwa persoalan perceraian tidak boleh dilakukan 

secara sembarangan. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, 

maka selain memperhatikan ketentuan agama, masyarakat juga harus 

mengikuti aturan negara dengan mengajukan perceraian melalui 

Pengadilan Agama. Jangan hanya berpisah secara lisan karena 

nantinya bisa menimbulkan masalah.” 

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa tokoh agama mempunyai 

peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tokoh 

agama tidak hanya memberikan penjelasan mengenai aspek keagamaan dari 

perkawinan dan perceraian, tetapi juga perlu mengarahkan masyarakat untuk 

memahami ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut penting karena 

masyarakat cenderung menjadikan tokoh agama sebagai tempat bertanya 

ketika menghadapi persoalan rumah tangga. 

Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan Bapak Suhri, tokoh agama 

lainnya. Beliau menjelaskan bahwa penyelesaian masalah rumah tangga 

melalui keluarga dan tokoh masyarakat tetap penting, terutama sebagai upaya 

mendamaikan pasangan. Akan tetapi, menurut beliau, apabila upaya 
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perdamaian tidak berhasil dan pasangan benar-benar ingin bercerai, maka 

proses selanjutnya harus dilakukan melalui Pengadilan Agama. 

Berdasarkan pernyataan Bapak Suhri: 

“Menurut saya, sebelum sampai kepada perceraian memang 

sebaiknya suami istri didamaikan terlebih dahulu. Keluarga dan tokoh 

agama bisa membantu memberikan nasihat. Tetapi kalau setelah 

diberikan nasihat mereka tetap ingin bercerai, jangan hanya dibuat 

kesepakatan bahwa mereka sudah berpisah. Mereka harus 

menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama. Hal ini supaya status 

perkawinannya jelas dan tidak ada pihak yang dirugikan, terutama 

istri dan anak.” 

Berdasarkan keterangan kedua tokoh agama tersebut dapat dipahami 

bahwa masyarakat sebenarnya masih memiliki mekanisme sosial dalam 

menyelesaikan konflik rumah tangga, yaitu melalui keluarga dan tokoh agama. 

Mekanisme tersebut dapat menjadi bagian dari upaya perdamaian. Namun, 

mekanisme sosial tersebut tidak menggantikan proses hukum perceraian. 

Dengan kata lain, keluarga dan tokoh agama dapat berperan dalam mencegah 

atau mendamaikan perceraian, sedangkan ketika perceraian benar-benar akan 

dilakukan, penyelesaiannya harus mengikuti mekanisme hukum melalui 

Pengadilan Agama. 

Untuk memperkuat hasil wawancara masyarakat dan tokoh agama, 

peneliti juga melakukan wawancara dengan Farin Munazah, S.H., Hakim 

Pengadilan Agama Panyabungan. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan 

bahwa bagi masyarakat Muslim, perceraian tidak cukup hanya dilakukan 

berdasarkan kesepakatan suami dan istri atau pernyataan talak di luar 

pengadilan. Perceraian harus melalui Pengadilan Agama agar memperoleh 

kepastian dan akibat hukum. 

Pernyataan yang diberikan Farin Munazah, S.H.: 

“Perceraian bagi orang Islam harus dilakukan melalui Pengadilan 

Agama. Suami dan istri tidak cukup hanya menyatakan bahwa mereka 

sudah berpisah atau suami menjatuhkan talak di luar pengadilan. Di 

pengadilan, perkara perceraian diperiksa terlebih dahulu, termasuk 

alasan perceraian dan bukti-bukti yang diajukan. Pengadilan juga 

berupaya mendamaikan para pihak sebelum perceraian diputus. 
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Setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, barulah 

status perceraian tersebut mempunyai kepastian hukum dan dapat 

diterbitkan akta cerai.” 

Keterangan hakim tersebut memberikan penjelasan yang lebih jelas 

mengenai perbedaan antara perpisahan secara faktual dengan perceraian 

secara hukum. Perpisahan antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari 

tidak dengan sendirinya menyelesaikan status hukum perkawinan. Demikian 

pula pernyataan talak di luar pengadilan tidak memberikan kepastian 

administratif sebagaimana perceraian yang diproses dan diputus oleh 

Pengadilan Agama. 

Selain itu, proses di Pengadilan Agama juga tidak semata-mata 

bertujuan untuk mengakhiri perkawinan. Pengadilan mempunyai tahapan 

pemeriksaan yang bertujuan memastikan alasan perceraian serta memberikan 

kesempatan kepada para pihak untuk berdamai. Dengan demikian, proses 

peradilan juga mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan hukum 

kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian. 

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis 

bahwa pemahaman masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat mengenai 

keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama berada pada tingkat yang 

berbeda-beda. Sebagian masyarakat telah mengetahui bahwa perceraian harus 

diselesaikan melalui Pengadilan Agama, tetapi sebagian lainnya masih 

memahami perceraian terutama berdasarkan aspek agama, kebiasaan, dan 

kesepakatan keluarga. 

Perbedaan pemahaman tersebut dapat dilihat dari beberapa bentuk. 

Pertama, masih terdapat masyarakat yang menganggap bahwa ucapan talak 

dari suami sudah cukup untuk mengakhiri perkawinan. Kedua, terdapat 

masyarakat yang memahami bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan 

Agama, tetapi belum memahami akibat hukum apabila perceraian dilakukan di 

luar pengadilan. Ketiga, terdapat masyarakat yang sudah mengetahui 

kewajiban tersebut, tetapi masih menganggap proses pengadilan sulit atau 
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membutuhkan biaya dan waktu sehingga memilih menyelesaikan persoalan 

secara kekeluargaan. 

Dari sisi praktik, ditemukan bahwa masyarakat cenderung melakukan 

penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu. Hal tersebut dipengaruhi 

oleh kuatnya hubungan keluarga dan peran tokoh agama dalam kehidupan 

masyarakat. Penyelesaian melalui keluarga sebenarnya dapat memberikan 

kesempatan kepada pasangan untuk melakukan perdamaian sebelum 

mengambil keputusan bercerai. Namun, apabila upaya tersebut tidak berhasil 

dan pasangan tetap memilih untuk mengakhiri perkawinan, maka proses 

perceraian tidak dapat berhenti pada kesepakatan keluarga saja. 

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang 

kewajiban mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama belum selalu 

berbanding lurus dengan praktik masyarakat. Seseorang dapat mengetahui 

bahwa perceraian harus dilakukan melalui pengadilan, tetapi karena kurang 

memahami prosedurnya atau karena menganggap prosesnya sulit, orang 

tersebut tetap memilih untuk berpisah di luar pengadilan. Dengan demikian, 

persoalan yang ditemukan bukan hanya persoalan kurangnya pengetahuan 

hukum, tetapi juga persoalan kurangnya pemahaman praktis mengenai tata 

cara dan manfaat penyelesaian perceraian melalui Pengadilan Agama. 

Hal tersebut menjadi semakin penting apabila pasangan yang bercerai 

telah mempunyai anak. Perceraian bukan hanya berkaitan dengan berakhirnya 

hubungan suami dan istri, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai 

pemeliharaan anak, nafkah anak, dan hak-hak lain yang harus diperhatikan 

setelah perceraian. Demikian pula apabila selama perkawinan terdapat harta 

bersama, maka status dan pembagian harta tersebut dapat menjadi persoalan 

hukum tersendiri. Oleh karena itu, kepastian hukum melalui proses Pengadilan 

Agama mempunyai hubungan yang erat dengan perlindungan hak para pihak 

setelah perceraian. 

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, 

tokoh agama, dan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat pada dasarnya telah mulai 
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memahami pentingnya perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama, tetapi 

pemahaman tersebut belum sepenuhnya merata dan belum seluruhnya 

diwujudkan dalam praktik. Masih terdapat masyarakat yang menganggap 

bahwa perceraian cukup dilakukan melalui ucapan talak, kesepakatan suami 

istri, atau penyelesaian secara kekeluargaan. 

Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan 

hukum dengan praktik masyarakat. Di satu sisi, hukum menghendaki adanya 

proses perceraian melalui Pengadilan Agama untuk memberikan kepastian 

hukum. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih menggunakan pemahaman 

dan kebiasaan lokal dalam menyelesaikan perceraian. Oleh karena itu, 

peningkatan pemahaman hukum masyarakat menjadi hal yang penting, 

terutama mengenai perbedaan antara perpisahan secara sosial, perceraian 

menurut agama, dan perceraian yang mempunyai akibat hukum menurut 

negara. 

Pada akhirnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman 

masyarakat terhadap kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama tidak 

dapat dilihat hanya berdasarkan apakah masyarakat pernah mendengar tentang 

Pengadilan Agama atau tidak. Pemahaman yang lebih utuh harus mencakup 

pengetahuan mengenai keharusan mengajukan perceraian, proses yang harus 

ditempuh, akibat hukum perceraian di luar pengadilan, serta perlindungan 

terhadap hak suami, istri, dan anak setelah perceraian. Dengan pemahaman 

yang lebih baik, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui bahwa 

perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama, tetapi juga memahami 

alasan mengapa proses tersebut diperlukan dalam memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum. 

C. Keharusan Perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan sebagai 

Bentuk Al-Dararu Yuzal 

Keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama Panyabungan 

pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif, tetapi 

juga berkaitan dengan tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, 

menjaga hak para pihak, mencegah terjadinya kemudaratan serta memberikan 
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perlindungan terhadap suami, istri dan anak setelah terjadinya perceraian. 

Oleh karena itu, ketentuan mengenai perceraian melalui Pengadilan Agama 

dapat dianalisis menggunakan perspektif Maqasid al-Syari'ah, yaitu melihat 

suatu ketentuan hukum berdasarkan tujuan dan kemaslahatan yang hendak 

diwujudkan. 

Secara yuridis, keharusan perceraian dilakukan melalui pengadilan 

telah ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut menentukan bahwa perceraian hanya 

dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak cukup hanya 

berdasarkan kehendak salah satu atau kedua belah pihak, tetapi harus melalui 

mekanisme peradilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) mengatur bahwa untuk 

melakukan perceraian harus terdapat alasan yang cukup bahwa antara suami 

dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama 

tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan 

demikian, bagi masyarakat Muslim, Pengadilan Agama mempunyai 

kedudukan penting dalam proses perceraian karena perceraian tidak hanya 

dipandang sebagai berakhirnya hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan 

berbagai akibat hukum yang harus diselesaikan secara jelas. 

Apabila ketentuan tersebut dianalisis dengan perspektif Maqasid al-

Syari'ah, maka keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama memiliki 

tujuan yang lebih luas daripada sekadar memenuhi prosedur hukum. 

Pengadilan menjadi sarana untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan 

berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, memberikan 

kesempatan kepada pasangan untuk berdamai, serta memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak yang timbul setelah perkawinan berakhir. 
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1. Al-Umuru bi Maqasidiha: Perceraian Harus Dilihat Berdasarkan 

Tujuan dan Akibat Hukumnya 

Salah satu kaidah penting yang dapat digunakan untuk 

menganalisis keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama adalah al-

umuru bi maqasidiha, yang berarti bahwa setiap perkara atau perbuatan 

sangat bergantung pada tujuan yang melatarbelakanginya. Kaidah ini 

menunjukkan bahwa suatu perbuatan hukum tidak cukup dilihat dari 

bentuk atau pelaksanaannya saja, tetapi juga harus dilihat dari tujuan yang 

hendak dicapai dan akibat yang ditimbulkannya (Ibrahim, 2019). 

Dalam konteks perceraian, tujuan hukum tidak hanya untuk 

memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian juga 

harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga secara 

tertib, memberikan kepastian mengenai status hukum para pihak, serta 

melindungi hak-hak yang timbul akibat perceraian. Oleh sebab itu, 

keharusan membawa perkara perceraian ke Pengadilan Agama dapat 

dipahami sebagai suatu mekanisme yang bertujuan agar perceraian tidak 

dilakukan secara sembarangan dan tidak menimbulkan persoalan hukum 

baru di kemudian hari. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan dan Pasal 115 KHI yang mewajibkan adanya proses di depan 

sidang pengadilan sekaligus memberikan kesempatan kepada pengadilan 

untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian. Dengan demikian, 

prosedur pengadilan tidak semata-mata bertujuan untuk mengakhiri 

perkawinan, tetapi juga memastikan bahwa perceraian tersebut benar-

benar merupakan jalan yang harus ditempuh setelah upaya 

mempertahankan rumah tangga tidak berhasil. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama 

Panyabungan, Farin Munazah, S.H., diketahui bahwa dalam perkara 

perceraian hakim tidak serta-merta menjatuhkan putusan hanya karena 

salah satu pihak menginginkan perceraian. Hakim tetap 

mempertimbangkan alasan perceraian, bukti yang diajukan, kondisi rumah 
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tangga para pihak serta ada atau tidaknya kemungkinan untuk 

mempertahankan perkawinan. 

Pernyataan dari Ibu Farin Munazah, S.H.: 

“Perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama tetap harus 

diperiksa terlebih dahulu. Hakim melihat alasan perceraian, bukti-

bukti yang ada, dan keadaan rumah tangga para pihak. Sebelum 

perceraian diputus, hakim juga berusaha mendamaikan para pihak. 

Jadi, perceraian di pengadilan bukan hanya untuk mendapatkan akta 

cerai, tetapi ada proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa 

perceraian tersebut memang mempunyai alasan dan tidak dapat lagi 

dipertahankan.” 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tujuan keberadaan 

Pengadilan Agama dalam perkara perceraian adalah memberikan proses 

hukum yang terarah. Jika dikaitkan dengan kaidah al-umuru bi 

maqasidiha, maka keharusan melalui pengadilan memiliki tujuan untuk 

mencapai kemaslahatan dan kepastian hukum. Dengan adanya 

pemeriksaan oleh hakim, perceraian tidak hanya didasarkan pada 

keputusan emosional atau kehendak sepihak, tetapi melalui proses yang 

mempertimbangkan keadaan rumah tangga secara objektif. 

Hal tersebut juga dapat dilihat dari adanya kewajiban upaya 

perdamaian. Pengadilan tidak langsung mengakhiri perkawinan, tetapi 

terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk 

mempertahankan rumah tangga. Dalam praktik peradilan, proses 

perdamaian dan mediasi merupakan bagian penting dari perkara 

perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak menjadikan 

perceraian sebagai tujuan pertama, tetapi sebagai jalan keluar apabila 

kehidupan rumah tangga memang sudah tidak dapat dipertahankan. 

Dengan demikian, dari perspektif Maqasid al-Syari'ah, keharusan 

perceraian melalui Pengadilan Agama dapat dipahami sebagai upaya untuk 

mencapai tujuan hukum yang lebih besar, yaitu terciptanya kepastian, 

keadilan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam 

perceraian. 
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2. Al-Dararu Yuzal: Keharusan Perceraian melalui Pengadilan sebagai 

Upaya Menghilangkan Kemudaratan 

Kaidah berikutnya yang relevan adalah al-dararu yuzal, yang 

berarti bahwa kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini merupakan salah 

satu kaidah fikih yang penting dalam menentukan suatu ketentuan hukum. 

Menurut Djazuli, kaidah fikih pada dasarnya dapat digunakan untuk 

menghadapi berbagai persoalan kehidupan dengan mempertimbangkan 

kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan (Djazuli, 2019). Buku Djazuli 

secara khusus membahas kaidah meraih kemaslahatan dan menolak 

kemafsadatan serta penerapannya dalam berbagai persoalan hukum. 

Dalam persoalan perceraian, kemudaratan tidak hanya dapat 

muncul ketika suami dan istri mempertahankan rumah tangga yang sudah 

tidak harmonis, tetapi juga dapat muncul apabila perceraian dilakukan 

tanpa prosedur hukum yang jelas. Perceraian yang dilakukan di luar 

Pengadilan Agama dapat menimbulkan persoalan mengenai status hukum 

perkawinan, hak dan kewajiban setelah perceraian, nafkah anak, 

pemeliharaan anak, harta bersama dan berbagai hak lainnya. 

Dengan demikian, kewajiban menyelesaikan perceraian melalui 

Pengadilan Agama dapat dipahami sebagai bentuk pencegahan terhadap 

kemudaratan tersebut. Pengadilan tidak hanya menetapkan berakhirnya 

perkawinan, tetapi juga menjadi lembaga yang dapat memberikan 

perlindungan terhadap akibat hukum dari perceraian. 

Dalam wawancara dengan salah seorang tokoh agama, Bapak 

Syafaruddin, diperoleh keterangan sebagai berikut: 

Berdasarkan wawancara Bapak Syafaruddin: 

“Menurut saya, kalau pasangan sudah tidak bisa mempertahankan 

rumah tangganya dan memilih bercerai, sebaiknya tetap diselesaikan 

di Pengadilan Agama. Kalau hanya mengatakan sudah cerai di depan 

keluarga atau masyarakat, nantinya bisa muncul masalah. Misalnya 

mengenai status istri, anak, nafkah dan harta. Karena itu, perceraian 

melalui pengadilan diperlukan supaya ada kejelasan dan tidak ada 

pihak yang dirugikan.” 
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai 

perceraian melalui pengadilan sebenarnya berkaitan erat dengan 

perlindungan terhadap pihak yang berpotensi mengalami kerugian. 

Perceraian yang tidak memiliki kepastian hukum dapat menyulitkan pihak 

istri maupun anak ketika hendak menuntut hak-hak mereka. Oleh karena 

itu, mekanisme peradilan dapat dilihat sebagai sarana untuk 

menghilangkan atau setidaknya mengurangi kemudaratan yang mungkin 

terjadi setelah perceraian. 

Dalam hukum positif Indonesia, akibat perceraian juga berkaitan 

dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pasal 41 Undang-

Undang Perkawinan menegaskan bahwa baik ibu maupun bapak tetap 

berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan 

anak. Hal ini memperlihatkan bahwa berakhirnya hubungan perkawinan 

tidak berarti berakhirnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. 

Dalam perspektif Maqasid al-Syari'ah, kondisi tersebut berkaitan 

erat dengan hifz al-nafs atau perlindungan jiwa, hifz al-nasl atau 

perlindungan keturunan, dan hifz al-mal atau perlindungan harta. 

Perceraian melalui Pengadilan Agama memberikan ruang untuk 

menentukan hak dan kewajiban para pihak secara lebih jelas sehingga 

kepentingan anak dan pihak yang memiliki hak dapat memperoleh 

perlindungan. 

Hal tersebut menjadi semakin penting apabila terdapat anak dalam 

perkawinan. Anak tetap membutuhkan nafkah, pemeliharaan, pendidikan 

dan perlindungan meskipun hubungan perkawinan orang tuanya telah 

berakhir. Karena itu, proses perceraian melalui pengadilan bukan hanya 

berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berkaitan 

dengan masa depan anak. 

Dengan demikian, berdasarkan kaidah al-dararu yuzal, keharusan 

perceraian melalui Pengadilan Agama mempunyai fungsi preventif, yaitu 

mencegah timbulnya kemudaratan yang lebih besar akibat perceraian yang 

tidak memiliki kepastian hukum. Pengadilan menjadi instrumen untuk 
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mengatur akibat perceraian agar hak-hak para pihak dapat ditentukan 

secara jelas. 

3. Dar'u al-Mafasid Muqaddam 'Ala Jalb al-Masalih: Mencegah 

Kemudaratan Didahulukan daripada Kemudahan Sesaat 

Keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama juga dapat 

dianalisis dengan prinsip dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih, 

yaitu mencegah kerusakan atau kemudaratan didahulukan daripada 

mengambil kemaslahatan. Prinsip ini berkaitan dengan pertimbangan 

bahwa suatu tindakan yang tampak memberikan kemudahan dalam jangka 

pendek belum tentu menghasilkan kemaslahatan apabila dilihat dari 

akibatnya dalam jangka panjang. 

Dalam kehidupan masyarakat, perceraian di luar pengadilan 

terkadang dianggap lebih mudah karena para pihak tidak perlu mengikuti 

proses persidangan. Namun, kemudahan tersebut dapat menimbulkan 

persoalan hukum pada kemudian hari. Pasangan mungkin menganggap 

hubungan perkawinannya telah berakhir secara agama atau sosial, tetapi 

secara hukum negara perkawinan tersebut belum diputus melalui 

pengadilan. 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menjelaskan bahwa 

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 65 Undang-Undang 

Peradilan Agama dan Pasal 115 KHI mengatur bahwa perceraian 

dilakukan di depan sidang pengadilan. Keharusan tersebut dimaksudkan 

antara lain agar perceraian tidak dilakukan secara gegabah dan mempunyai 

kepastian hukum. 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Suhri sebagai tokoh agama, 

diperoleh keterangan: 

“Kalau orang hanya berpikir yang penting sudah berpisah, memang 

kelihatannya lebih mudah. Tetapi kalau sudah menyangkut anak, 

nafkah atau harta, biasanya masalahnya muncul kemudian. Karena itu 

menurut saya, kalau memang harus bercerai, lebih baik mengikuti 

aturan dan menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama supaya jelas 

bagaimana status perceraian dan hak masing-masing.” 
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Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara 

kemudahan secara praktis dan kemaslahatan secara hukum. Perceraian di 

luar pengadilan mungkin dianggap lebih sederhana karena tidak melalui 

proses persidangan, tetapi keadaan tersebut belum tentu memberikan 

kepastian terhadap hak-hak yang muncul setelah perceraian. 

Dalam perspektif Maqasid al-Syari'ah, kepastian hukum tersebut 

berkaitan dengan beberapa tujuan pokok syariat. Pertama, hifz al-nafs, 

yaitu perlindungan terhadap jiwa. Perceraian yang dilakukan melalui 

proses hukum dapat membantu mencegah konflik berkepanjangan karena 

hak dan kewajiban para pihak dapat ditentukan. Kedua, hifz al-nasl, yaitu 

perlindungan terhadap keturunan. Anak tetap mendapatkan perlindungan 

meskipun hubungan suami dan istri telah berakhir. Ketiga, hifz al-mal, 

yaitu perlindungan terhadap harta, terutama ketika terdapat harta bersama 

atau kewajiban nafkah setelah perceraian. 

Dalam hal ini, prosedur Pengadilan Agama dapat dipandang 

sebagai sarana untuk memastikan bahwa kemaslahatan yang ingin dicapai 

tidak hanya dirasakan oleh salah satu pihak, tetapi juga memperhatikan 

kepentingan pihak lainnya. Dengan adanya proses pemeriksaan, 

pembuktian, perdamaian dan putusan, pengadilan memberikan ruang bagi 

kedua belah pihak untuk menyampaikan kepentingannya. 

Selain itu, proses pengadilan juga mengandung prinsip kehati-

hatian. Perceraian merupakan tindakan hukum yang mempunyai akibat 

terhadap banyak aspek kehidupan. Oleh karena itu, keputusan untuk 

mengakhiri perkawinan tidak semestinya hanya didasarkan pada 

kepentingan sesaat. Pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang menilai 

apakah alasan perceraian telah memenuhi ketentuan hukum dan apakah 

perkawinan tersebut memang sudah tidak dapat dipertahankan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keharusan 

perceraian melalui Pengadilan Agama bukanlah bentuk mempersulit 

masyarakat untuk bercerai, tetapi merupakan mekanisme hukum untuk 

memastikan bahwa perceraian dilakukan secara tertib dan akibat 
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hukumnya dapat diselesaikan. Dengan demikian, prinsip mencegah 

kemudaratan lebih diutamakan daripada memberikan kemudahan yang 

hanya bersifat sementara. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, keharusan 

perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama Panyabungan mempunyai 

hubungan yang kuat dengan tujuan Maqasid al-Syari'ah. Ketentuan 

tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan dokumen atau akta 

perceraian, tetapi mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu memberikan 

kepastian hukum, mencegah tindakan perceraian secara sembarangan, 

melindungi hak suami dan istri, serta memberikan perlindungan terhadap 

kepentingan anak. 

Jika dilihat melalui kaidah al-umuru bi maqasidiha, proses 

perceraian melalui pengadilan memiliki tujuan untuk mencapai ketertiban 

dan kepastian hukum serta memastikan bahwa perceraian dilakukan 

berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, 

melalui kaidah al-dararu yuzal, proses tersebut dapat dipahami sebagai 

upaya menghilangkan atau mencegah kemudaratan yang mungkin timbul 

apabila perceraian dilakukan tanpa kepastian hukum. Selanjutnya, melalui 

prinsip dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih, keharusan 

mengikuti prosedur pengadilan dapat dipandang sebagai upaya mencegah 

kerugian jangka panjang meskipun secara praktis proses pengadilan 

membutuhkan waktu, biaya dan tahapan tertentu. 

Dengan demikian, keharusan perceraian melalui Pengadilan 

Agama Panyabungan dapat dipahami sebagai ketentuan yang memiliki 

tujuan kemaslahatan. Ketentuan tersebut sejalan dengan perlindungan 

terhadap beberapa unsur utama Maqasid al-Syari'ah, terutama hifz al-nafs 

(perlindungan jiwa), hifz al-nasl (perlindungan keturunan), dan hifz al-mal 

(perlindungan harta). Perlindungan tersebut diwujudkan melalui kepastian 

mengenai status perceraian, hak dan kewajiban suami istri setelah 

perceraian, pemenuhan hak anak, serta penyelesaian persoalan harta yang 

timbul dalam perkawinan. 
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Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama bukan semata-

mata aturan formal negara, tetapi mempunyai tujuan substantif untuk 

mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Pengadilan 

Agama menjadi instrumen untuk memastikan bahwa perceraian yang 

merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian rumah tangga tetap 

dilakukan dengan memperhatikan kepastian hukum, keadilan dan 

perlindungan terhadap pihak-pihak yang terdampak oleh perceraian. 

D. Implikasi Temuan Penelitian Terhadap Kepastian Hukum 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan 

Panyabungan Barat, tokoh agama, dan Hakim Pengadilan Agama 

Panyabungan, diperoleh hasil bahwa pemahaman masyarakat mengenai 

keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama masih berbeda-beda. 

Sebagian masyarakat telah memahami bahwa perceraian harus diselesaikan 

melalui Pengadilan Agama agar mempunyai kepastian hukum, terutama 

berkaitan dengan status suami dan istri serta hak anak setelah perceraian. 

Namun, masih terdapat masyarakat yang memahami bahwa perceraian dapat 

diselesaikan secara kekeluargaan atau secara agama tanpa harus 

mengajukannya ke Pengadilan Agama. Perbedaan pemahaman tersebut 

menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum 

perceraian masih belum sepenuhnya merata. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat yang memahami 

pentingnya perceraian melalui Pengadilan Agama pada umumnya 

mengaitkannya dengan adanya bukti hukum berupa akta cerai dan 

perlindungan terhadap hak-hak setelah perceraian. Hal tersebut sesuai dengan 

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak 

tetapi tidak berhasil. Ketentuan yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 115 

Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian bagi orang Islam hanya dapat 
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dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak 

berhasil (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 39; KHI, Pasal 115). 

Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, 

diketahui bahwa perceraian tidak langsung diputus hanya berdasarkan 

keinginan suami atau istri. Hakim terlebih dahulu memeriksa alasan dan bukti 

yang diajukan serta mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak. Hal 

ini sejalan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang 

mensyaratkan adanya alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak dapat 

hidup rukun kembali. Alasan perceraian juga diperinci dalam Pasal 19 PP 

Nomor 9 Tahun 1975, antara lain perselisihan dan pertengkaran yang terus-

menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (PP No. 9 

Tahun 1975, Pasal 19). 

Selanjutnya, penelitian menemukan bahwa masyarakat yang 

melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama berpotensi mengalami 

persoalan ketika membutuhkan kepastian mengenai status perceraian dan hak-

hak setelah perceraian. Hal ini terutama berkaitan dengan nafkah anak, 

pemeliharaan anak, dan persoalan harta. Karena itu, keharusan perceraian 

melalui Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, 

tetapi juga sebagai sarana memberikan kepastian dan perlindungan hukum 

bagi para pihak. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga menjelaskan 

bahwa ketentuan perceraian melalui pengadilan dimaksudkan agar perceraian 

tidak dilakukan secara gegabah dan mempunyai kepastian hukum. 

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik 

masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat belum sepenuhnya sesuai dengan 

ketentuan hukum yang mewajibkan perceraian dilakukan melalui Pengadilan 

Agama. Masyarakat yang telah memahami ketentuan tersebut cenderung 

memilih jalur Pengadilan Agama karena mempertimbangkan kepastian hukum 

dan perlindungan hak, sedangkan sebagian masyarakat yang belum memahami 

ketentuan tersebut masih menganggap perceraian dapat diselesaikan di luar 

pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat 
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menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan ketentuan perceraian 

melalui Pengadilan Agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


